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DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan kekayaan negara merupakan tugas
yang harus dilaksanakan secara cermat, teliti, oleh
pejabat perbendaharaan negara dengan menggunakan
sistem administrasi yang profesional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta
didukung oleh tenaga pengelola yang profesional;

b. bahwa pengelolaan kekayaan negara baik secara
langsung maupun tidak langsung berpotensi terjadinya
kelalaian dan/atau perbuatan melawan hukum yang
mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga
wajib diupayakan penyelesaiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan  Transmigrasi tentang Pedoman
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Mengingat

Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4400);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4488);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5934);

. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3

Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
tentang Pengurusan Piutang sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
630);

Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
463);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2017
tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
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Menetapkan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 763);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan Barang Milik Negara yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan/atau
kelalaian baik sengaja maupun tidak sengaja.

2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya
disingkat TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri
untuk menangani Penyelesaian Kerugian Negara yang
terjadi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3. Kuasa Pengguna Anggaran, yang disingkat disebut KPA,
adalah pejabat yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran
untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk
dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau

Barang Milik Negara.
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. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara
lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat

penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat
negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara.

. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang

selanjutnya disingkat SKTJM adalah suatu bentuk
pernyataan yang tidak dapat ditarik kembali dibuat oleh
Bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau
pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab
atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti
Kerugian Negara.

Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP
adalah suatu tata cara perhitungan (rekening proses)
terhadap Bendahara, jika dalam kepengurusan terjadi

kekurangan perbendaharaan.

. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR

adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara,
Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lain, dengan
tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan
oleh perbuatan melawan hukum dan/atau kelalaian
sehingga baik secara langsung atau tidak langsung Negara
dirugikan.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat
BPK adalah lembaga mnegara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab dan keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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